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ABSTRAK

Lembaga perkreditan pada saat sekarang menunjukkan pening-
katan yang cukup tinggi. Salah satu lembaga perkreditan yang
bukan bank adalah Perum Pegadaian, yang keberadaannya ditengah-
tengah masyarakat merupakan Badan Ussha Miliki Negara ( BUMN)
dan bernaung dibawah Departemen Keuangan. Lembaga ini memberi-
ken pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Oleh ka-
rena itu kedudukennys dibidang penyaluran kredit dengan jaminan
benda-benda bergerak bersifat monopoli dalam sistem perekonomi-
an Indonesia.

| Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pro-
gses pemberian kredit melalui Perum Pegadaien, dan lapisan magya-
rakat mana saja yang banyak memanfaatkan jasa Perum Pegadaian
serta jumlah nasabah pada tahun 13992.

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka populasi
penelitian ini adalah semua Perum PeRadaian yang ada di Suﬁaten
Barat dengan jumlah sebanyak 8 buah yang tersebar pada tiga wil
yah ( Wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3). Sampel diambil deng
teknik random untuk masing-masing wilayah, sehingga berjumlah 3
lokasi.

reknik pengumpulan data yang digunaken dalam penelitian in
adalah teknik survey (mencatat, menuturkan dan menafgirkan data
yang ada tentang situasi dan kegiatan yang dilakukan Perum Pega
daian) dan wawancare dengan kepala Perum Pegadaian serta teknik
dukumenter. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner (amgket).

- Data yang terkumpul diolah secara deskriptif analitis yang didu

kung dengan analisis porsentase untuk melihat kecendrungan data
serdasarken pertanyaan penelitian yang diajukan, maka yang

.‘Iditemukan dalam penelitian ini adalah sebagal berikut:



1. Proges pemberian kredit melalui Perum Pegadaian

2.

.

Subjek gadai, yaitu pihak yang terlibat dalam perjanjian
hukum gadai yaitu orang perorangan/badan hukum dan pihak
Perum pegadaian.

Ubjek gadai, adalah benda bergerak (1150 BW), secara ope-
rasional di lapangan yang boleh digadaikan antara lain:

A) semua perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina
baik yang berhiasan intan, mutiara, batu dsb.2). barang-
barang elektronik,TV, kulkas, radio, tape recorder, vidio,
3). kendraan, sepeda, sepeda motor 4). barang rumeh tangga,
barang-barang pecah belah.

Cara memperoleh Surat Bukti Kridit (SBK) yaitu nasabah me-
nyerahkan bareng jaminan kepada penaksir dan penaksir meni-
1liti barang jaminan, kemudian ditentukan taksiran setelah
persetujuan dengan nasabah, maka dibuatkanlah 5BKnya.

Barang yang tidek boleh diterima sebagai jaminan gadai
yaitu, barang milik pemerintah, bahan makanan yang mudah
rusak, barang yang amat kotor, barang yang memerlukan surat
izin, barang menimbulkan kebakaran, dan barang yang tidak
tetap harganya.

Pembagian golongan barang jaminan yadtu 1)golongan A dengan
vang Pinjaman (UP) Rp2.500-xp40.000,~- 2)golongan 5 dengan UP
Rp40.500-150.000 3)golongan ¢-.dengan uP Kp151.000-1p500.000,.
dan 4)golongan D, dengan UP Rp.510.000,-kp2.500.000,-.

wvewa modal dan Jangka waktu pelunasan yaitu:1)untuk barang
golongan A bungan 1,5%per 15 hari, 3% per 30 hari, max 22, 5%
Sselama 225 hari. satu hari s.d 15 hari dihitung 15 hari, dan
Jengka waktu pelunasan maximum 7,5 bulan. 2)untuk barang go-
longan 5,C, dan L bungan 2% per 15 hari, 4%per per 30 hari,
megximum 18 % selama 135 hari. Jangka pelunasan maximum 4,5
bulan.

Cara pelunasan jeminan gadal yaitu nasabah datang ke Perum
regadulan kemudian menyerahkan oBK kepada kasir, SBK itu di-
periksa kemudian dihitung hari yang terpakai. iang dibayar
nagsabah adalah uang Pinjaman (UP) dan sewa modal.
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2.

Lapisan masyarakat yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian.
Kredit yang disalurkan oleh Perum regadalan bertujuan untuk
keperluan: a) pertanian b) nelayan c. industri/kerajinan rak-
yat, perdagangan, dan lain-lain. rengelompokan tujuan kredit
tidaek didasarkan pada profesi peminta kredit. iUntuk jelasnya
dontoh: a) seorang petani meminta kredit untuk memperluas wa-
rung/tokonya masuk kelompok perdagangan, miskipun dia seorang
petani b) Seorang pegawai/buruh meminta kredit untuk mengarap
sawah dimasukan kelompok pertanian c) seorang petani/buruh/pe-
dagang meminta kredit untuk selamatan dimasukan kelompok lain-
lain d) seorang petani meminta kredit untuk biaya hidup sela-
ma menunggu panen dimasukan kelompok pertanian.

Jumlah lapisan masyarakat yang mengunakan jasa Perum pegadalan
dalam tahun 1992. a) Untuk Perum Pegadaian Kotamadya Padang:
retani 20,39%, pedagang 43,28%, industri 22,67%, karyawan/ru-
mah tangge/lain-lain 13,67%. b) untuk Perum Pegadalan Kotamadye
pukittinggi petani 14,73%, pedagang 47,73%, indistri 24, 36%,
dan lain-lain 13,18%. ¢) untuk rerum Pegadaian Kabupaten ‘‘anah
vatar: petani 68,08%, pedagang 11,52%, buruh 14,26%, pegawai
dan lain-lain 6,14%. Jadi kelompok nelayan tidak ada yang memar
faatkan jasa Perum regadaian.
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BAB I
PENDAKEULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter yang
muncul pada akhir ini, mengakibatkun tumbuh suburnya lem-
baga-lembaga perkreditan baru, baik bank maupun non bank.
Hal ini mengakibatkan pula peningkatan daya pakal masya-
rakat terhadap lembaga-lembaga tersebut, yang dikuti pu-
1la oleh makin kritisnya masyarakat apabila hendak memi -~ -

1ih lembaga perkreditan atau bank mana sebagai tempat me-

ninta kredit/pinjaman uang. pengan demikian kemunkinan be
sar akan terjadi adanya situasi-situasi dimana bukannya
nasabah mencari lembaga perkreditan akan tetapl lembaga
perkreditanlah yang mencari nasabah. gituasi yang demiki-~
an ini menjadikan seolah-olah produk Jjasa (Bank/Gadai/
T,embaga Kredit lainnya) berlomba mencari nasabah. (Lapor-—
an Keglatan perum pegadaian: 1991).

perum Pegadalan sebagai salah satu lembaga keuangan
pbukan bank keberadasnnya ditengah-tengah masyarakat meru-
pakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah
Departemen Keungan. Badan ini juga salah satu lembaga
yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hu-
xum gadai. Oleh karena itu kedudukannya dibidang penya-
luran kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, bersi-

fat monopoli dalam sistem perekonomian Indonesiae.



Dalam perkembangannya pada saat sekarang kegiatan
Perum Pegadaian di seluruh Indonesia menunjukkan pening-
katan yang cukup tinggi. Peningkatannya sejalan dengan
bertambahnya kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat
kelas menepgah kebawahakan sistem pelayanan kredit de -
ngan proseddr murah, cepat, dan murah. Menurut Kepres
No.56/1985 bahwa fungsi Perum Pegadaian adalah:

a. Membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan
fidusia.

b. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar
seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lain-
nya.

c. Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai fidu-
sia yang bersifat produktif.

d. Membina dan mengawasi operasional Perum Pegadaian.

Lahirnya lembaga pegadaian tersebut merupakan re-
alisasi dari pasal 1150 BW (Burgerlij wetbok) atau Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menjelaskan bahwa ga-
dai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang
atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya
oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas Ra-
manya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiu-
tang itu untuk mengambil perluasan dari barang tersebut
gecara didshulukan dari pada orang-orang berpiutang la-
in, dengan kecualian biaya untuk melelang barang terse-

but dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan-
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3/'

nya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana ha-
rus didahulukan.

Hubungan hukun atau perjanjian gadal yang diadakan
4dleh masyarakat dengaﬁ pihak Perum Pegadaian merupakan
perjanjian yang diadakan menurut pasal 1320 Burgelijk
Wetboek (BW) dengan syarat-syarat : .
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
Se Suatu pal tertentu atau jelas objeknya
4, guatu sebab yang halal

\ Jangka waktu pinjaman gadai itu berbeda-beda, se-
sual dengan penggolongan barang yang telah ditetapkan
oleh Perum Pegadaian, dan jika objek gadai tersebut
tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
meksa sesuai dengan Surat Bukti Kredit (SBK) Perum Pega—
daian akan melakukan pelelangan. ,

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas dan dalanm
rangka pendalaman mata kuliah Hukum Perdata di Jurusan
PMP/KN FPIPS IKIP Padang, maka peneliti ingin melihat
bagaimana proses pemberian kredit melalui perum Pegadai-
an dan laipsan masyarakat mana yang sudah memanfaatkan
jasa Perum Pegadalan. Inilah yang mehdorong peneliti

mengadakan penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini



adalah sebagai berikut :

1.

2.

Bagaimanakah proses pemberian kredit melalui Perum
Pegadaian di daerah Sumatera Barat.
Lapisan masyarakat mana yang banysk memanfaatkan ja-

sa Perum Pegadaian. Dan jumlah nasabah pada tahun 1992.

1e3 Tujuan Penelitian

ka
1a

e

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, ma-
pehelitian ini mémpunyai tujuan sebagai berikut :
Untuk mengetahui dan mendepatkan informasi tentang
proses pemberian kredit melalui Perum Pegadaian di
daerah Sumatera Barat.
yntuk mendapatkan data atau informasi tentang lapis-
an masyarakat mana saja yang banyak memanfaatkap Jja=~
sa Perum Pegadaian.

Untuk mengetahui beberapa jumlah nasabah yang memahfa—

atkan jasa Perum Pegadaian padé tahun 1992

1.4 Pertanyaan Penelitian

an

Te

Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam peneliti-
ini adalah :
Bagaiman proses pe,berian kredit melalui Perum Pegaé
daian ditinjau dari aspek:
a. Yang menjadi subjek gadail
b. Yang menjadi objek gadail

c. Jenis barang yang tidak boleh diterima sebagai ja-
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minan gadai.
d. Tarip bunga dan jangka waktu pelunasan kredit.
e. Cara pelunasan gadai
f. Cara pelelangan
g. Cara memperoleh uang keclebihan gadai.
2. Lapisan masyarakat mana yang banyak memanfaatkan jasa
Perum Pegadaian. Yang dilihat dari kalangan :
a. Petani
b. Pedagang kecil
c. Nelayan
d. Buruh
e. Pegawal negeri

f. Lapisan masyarakat lain

1.5 Kgrangka Teori

Pegadaian merupakan 1embaga prekreditan yang menya-
lurkan skan kreditnya atas dasar hukum gadai, dengan ja- ~
minan benda bergerak. Lembaga ini sudah lama dikenal d4i
Indonesia sejask masa VOC (1746). Sampai kini perum Pega-
daian telah mengalami 5 masa pemerintahan yaitu:
a. Pada masa VOC (1746 - 1811)
b. Pada masa penjajahan Inggris (1811 - 1816)
c. Pada masa penjajahan Belanda (1816 = 1942)
d. Pada masa kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang.
(Kantor Pusat Perum Pegadailan:1982).

Adanya lembaga pegadaian ini sebagai realisasi da-



ri penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bur-

gerlijk Wetboek (BW) yaitu pasal 1150, bahwa didalam un-

sur-unsur gadai itu adalah:

- Benda bergerak

- Benda gadaian harus diserahkan di dalam penguasaan pe-
megang gadaian

- Benda gadaian merupaskan jaminan terhadap hutang;sehinb—
ga hak gadai bersifat accessoir.

- Hutang wajib dilunasi, sesudah waktu tempo benda pega-
daian dikembalikan kepada pemberi gadaian pada saat
hutang dilunasi (ditebus).

Pasal lain sebagai dasar hukum pegadaian adalah 1151 sam-

pai pasal 1160 BW. Berdasarkan hasil Lokakarya Perum pe- .

gadaian (1992) bahwa gituai sosial, budaya, dan politik

berubah_dan berkembang serta perekonomian masyarakat ber-
kembang. Bigitupun peranan pegadaian dimasyarakat turut
berkembang. Jika pada. awal berdirinya peranannya untuk
terjadinya pemberian pinjaman yang tidak wajar}di masya-
rakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. De-
ngan berkembangnya perekonomian masyarakat, makin memba-
iknya situasi sosial budaya dan politik peranan pegadai-
an tidak lagi terbatas pada menolong masyarskat kecil da-
lam memenuhi sehari-hari, tetapi kini berkembang menjadi
salah satu pilihan atau salah satu jalan keluar untuk men-

dapatkan sumber dana yang dibutuhkane.



Kenyataan di masyarskat adanya pemberian pinjaman
yang tidak wajar, sistem ijon, pegadaian gelap dan prak-
tek riba lainnya, hal ini sebagaimana yang diungkapkan
oleh prof Dr Mariam Badrulzaman (1978) bahwa kebutuhan
akan modal dan terbatasnya realisasi kredit mengakibat-
kan masyarakat atau penguasaha ekonomi lemah mencari mo-
dal pada pelepas uang yang memimjamkan uang secara gelap
(privat money lender) atau para grosir-grosir. Pelarian
dari sistem formil kepada sistem kredit informil ini ter-
jadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga
80¢% petani masih menggunakan pinjaman gelap ini.

' Dalam mengatasi permasalahan di atas leumbaga pegadai~
an mengembam tugas sebagai berikut :

1. Membina perckonomian rakyat kecil dengan menyalurkan
kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, ne-
layan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat ,
produktif, kaum buruh, pegawal negeri yang ekonomi le-
mah dan bersifat konsumtif.

2. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar,
ijon, pegadai gelap dan praktek gelap lainnya.

3. menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang ber-
sifat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

4, Membina para perkreditan supaya benar-benar terarah
dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat

produktif dan bila perlu memperiuas daerah operasinya.

(s.K Menkeu No.39/MK/1/1971 ) -



Hal ini didukung oleh Kepres RI No.56 tahun 1985 bahwa
dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman atas dasar hukum ga-
dai dan jidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh menteri keuangan (pasal 2). Sedangkan menurut SK Di-
reksi Perum Pegadaian No. SM.2/1/29/1990 mengungkapkan bah-
wa tujuan perusahaan adalah:

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksa-
naan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pem- .
bangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang
pinjaman atas dasar hukum gadai.

b. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pin-
jaman tidak wajar lainnya.

Humaimin (1993) dalam Warta Pegadaian mengungkapkan
bahwa pada tahun 1993 Perum Pegadaian melaksanakan 5 suk-
ses yaitu:

1. Sukses dalam bidang sumber daya manusia yaitu mencipta-
kan sumber daya manusia yang profesional berorentasi ke-
pada bisnis, sehingga mampu bersaing dengan lajunya per-—
kembangan masa.

2. Sukses dibidang sarana dan prasarana yaitu penyediaan
yang akuran dan tepat waktu baik kualitas maupun kuan-
titas.

3. Sukses dalam bidang penampilan gedung dengan taman-ta-
man yang indah.

4, sukses dalam biduang manajeman dalam menjaga kepercayaan
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masyarakat dan pemerintah.
5. Sukses dalam bidung kepedulian sosial dan lingkungan
hidup. |
Dalam rangka melihat misi yang diemban oleh Perum
Pegadaian diperlukan kajian penelitian untuk melihat ke-
beradaan dan peranannya ditengah-tengah masyarakat pada

saat sekarang.

1.6 Metode Penelitian

| Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk teknik -
survey dengan mempergunakan metode deskriptif. Artinya
qencatat, menuturkan dan menafsirkan data yang ada yaitu
tentang situasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Perum
Pegadamian.Disamping itu juga menggunakan studi komperatif
artinya membandingkan proses pelaksanaan yang terjadi di-

antara Perum Pegadaian yang dijadikan objek penelitian.

1¢6.1.71 Populasi .
Populasi dari penelitian ini adalah semua Perum
Pegadaian yang ada di Provinsi gumatera Barat,
yang tersebar pada tiga wilayah . Untuk lebih je-
lasnya dapat dilihat pada tabel disebelah.
T1e6.1.2 Sampel
Karena -besarnya -jumlah--populasi—dan—terbatasnya--
waktu'bgnglitian sehingga tidak memungkinkan un-
f&k melakukan penelitian terhadap semua populasi.

Maka diambil beberapa populasi saja sebagail sampel.



Tabel 1

10

Jumlah Perum Pegadaian Di Sumatera Barat

NO. PEMBAGIAN WILAYAH

LOKASI PERUM PEGADAIAN

1. Wilayah I

1.
2e
5.
4.
De

Kabupaten Pasaman
Kabupaten Agam . :
Kabupaten 50 Kota
Kodya Bukittinggi
Kodya Payakumbuh

2. Wilayah II

Te
2.

5.
L"o

Kodya Padang :
Kodya Padang Panjang :
Kab. Padang Parisman :

Kab. Pesisir gelatan :

Se wWilayah III

Te
2.
e
4.

5e

Kodya Solok :
Kodya Sawah Lunto/Sjj:
Kab. Tanah Datar

Kab. Solok

Kab. Sawah Lunto/SJj

Belum ada
sda
sda

Ada

sda:

Ada
sda
sda

Pidak ada

Ada
sda
sda
Tidak ada
Tidak ada

Sesual dengan ciri-ciri populasi, maka sampel dipilih se--

cara random. Unbtuk itu yang terpilih sebagal sampel :

1. Wilayah I adalah Perum Pegadaian Kodya Bukittinggi

2. Wilayah II adalah Perum Pegadaian Kodya Padang

3, Wilayah III adalah Perum Pegadaian Kab. Tanah Dataxr.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan

sekunder. Data primer diambil lansung dari pejabat kantor
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Perum Pegadaian, yang mbnjadi sasaran penelitian mela-
luli wawgncara dengan menggunakan daftar pertanyaan.
Data sekunder diperpleh dengan-mencatat dukumen yang

diperlukan dalam penelitian ini.

1.8 Analisa Data dan Pengolahan Data
Dalam analisa dan pengolahan data dipergunakan
teknik komperatif atau membandingkan yaitu :

1. Dari semua data yang telah masuk, berupa data yang
diperoleh dilapangan dibandingkan dengaﬁ data dalam
teori yaitu tentang proses pemberian kredit dan la-
pisam masyarakat mana saya yang memanfaatkan jasa
Perum Pegadaian.

2. Membandingkan diantara beberapa Perum Pegadaian yang
menjadi objek penelitian tentang proses pemberian kre-
dit dan lapisan masyarakat yang memanfaatkan jasa Pe-
rum Pegadaian. ’

Cara pengolahan data dan analisa yang digunakan lebih

bersifat deskriptif analitis.

1.9 Prosedur Penelitian
Penelitian ini terlaksana atas dukungan dana QPF
IKIP Padang. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Pengajuan usul penelitian kepada Pusat Penelitian
- IKIP Padang
2. Dilakukan penilaian oleh Puslit IKIP Padang
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Setelah usulan penelitiun disetujui dilaksanakan pemn-
da tangunan kontrak
Pemantapan desain dan instrumen

Pengumpulan data

Pengelohan dan analisis data

Penyerahan draf laporan pertama pada Puslit IKIP Padang
Pemeriksaan oleh tim penilai

Perbaikan draf laporan penelitian oleh peneliti

Pencetakan dan perbanyakan laporan

Penyerahan laporan kepada Puslit dan Pustaka IKIP padange.

1.10 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan yang

berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

e

b.

Ce

Masyarakat, yaitu sebagail informasi tentang tata cara
memanfaatkan jasa Perum Pegadaian

Perum Pegadaiany yaitu temuan yang didapat dalam pene-
litian ini menjadi masukan dalam memperbaiki pengguna-
an jasa Perum ini untuk masa yang akan datang.
Peneliti, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan
yakni membandingkan antara teori-teori yang ada pada
mata kuliah Hukum pPerdata dengan praktek yang terjadi

antara Perum Pegadaian dengan pihak masyarakat.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERUM PEGADAIAN

2.1 Sejarah Singkat Perum Pegadaian

Cikal bakal institusi gadai bermula darl negara
Italia yang kemudian berkembang di daratan Eruapa. Ma-
suk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda (VOC).
Semula perusahaan gadai dilaksanakan oleh swasta, akan
tetapi tanggal 1 April 1901 dengan Staatblad No.131 tang-
gal 12 Maret 1901 dikelola oleh Pemerintah dengan didi-
rikeannya Kantor Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Ja-
wa Barat). Sampal sekarang Perum Pegadaian merupaken sa-
tu-satunya Perusahaan/BUMN yang menyelenggaraken penya-
luran kredit atas dasar hukum gadail.

Untukx lebih jelasnya perjalanan selejang terbang se-
jarah pegadaian akan peneliti. paparkan melaluili uraian be-
rikut. Pada abad pertengahan di Lombardia (Italia Utara)
telah dikenal kegiatan meminjam uang dengan cara seolah-
olah membeli sesuatu barang dimana pemilik barang terse-
but dapat membelinya kembali. Pada hakekatnya transaksi
tersebut adalah suatu perbuatan meminjamkan uang dengan
jaminan barang bergerak. Sedangkan pengembalian pinjaman
ditambah dengan sejumlah uang yang dikenal sebagai bunga.
Hal ini berkembang sampai ke benua Eropa termasuk negeri
Belanda dan dikenal sebagai lembage perkreditan bank van

leening.

13
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Sehubungan VOC di Indonesia bank van leening ini
pun didirikan di Indonesia dengan Surat Keputusan Guber-
nur Jenderal Van Imhoff tanggal 28 Agustus 1746 Bank van
Leening didirikan di Jakarta dengan modal gsebesar
£.7.500.000,00. Modal tersebut 2/3 nya disediakan oleh
VOC dan 1/3 nya oleh swasta. Ini juga melakukan fungsi
'sebagai bank wesel.

Pada tshun 1800 VOC dibubarkan dan kekuasaan di In-
donesia diambil alih Pemerintah Belanda. Semasa pemerin-
tahan Gubernur Jenderal Daendels Bank van Leening ini
lebih diperhatikan dan pemerintahannya mengeluarkan pe-
raturan tentang macam barang yang dapat diterima sebagai
jaminan bagi pinjaman yaitu emas, perak, permata, kain.

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan di In-
donesia dari pemerintahan Belanda kepada pemerintah Ing-
gris. Raffles selaku penguasa tidak menyetujul adanya
Bank van Leening yang dikelola pemerintah dan mengelu-
arkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang da -
pat mendirikan badan perkreditan ini asal mendapat 1izin
dari penguasa setempat yang disebut Licentiestelsel. Su-
dah berlaku beberapa lama ternyata tidak menguntungkan
pemerintah dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat
karena timbulnya penarikan bunga tidak wajar. Selanjutnya
pada tahun 1814 Licentiestelsel dihapuskan dan digantil
denganr Pachstelsel yung dapat didirikan oleh masyarakat

umum dengan syarat sanggup membayar sewa yang tinggi kepa-
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da pemerintah.

Pada tshun 1816 pihak Belanda kembali menguasai In-
donesia. Pachstelsel makin berkembang baik dari arti per-
luasan wilayah maupun jumlahnya.Akan tetapil berdasarkan
penelitian pemerintsh ternyata bahwa pachters telah mela-
kukan perbuatan sewenang-wenang yaitu dengan menaikkan su-
ku bunga, memiliki barang jaminan yang kedaluwarsa karena
tidak melelangkan den tidak membayarken uang kelebihan ke-
peda masyarakat/yang berhak. Dengen adanya kecurangan ter-
sebut di atas maka pada tahun 1870 Pachstelsel dihapuskan
dan diganti lagi dengan Lecentiestelsel, dengan maksud un-
tuk mengurangi pelanggeran yang merugikan masyarakat umum
dan pemerintah. Tetapi ussha inipun tidak berhasil, karena
ternyata penyelewengan mesih terus berjalantenpa menghirau-
kan peraturan pemerinteh pada masa itu, sehingga timbul ke-
hendek pemerintah untuk menguasal sendiri badan perkreditan
ini. ’

Pada tehun 1900 diadakan penelitian untuk maksud ter-
sebut di atas dan berkesimpulan bahwa badan usahe ini cukup
menguntungkan. Maka didirikan pilot proyek di Sukebumi. Atas
keberhasilan proyek ini dikeluarkanlah Stbl. No.131 tanggal
12 Matet 1901 mengenal pendiriean Pegedaian Negara di Sukabu-
mi pada tanggal 1 April 1901 sebagai pegadaian negara perta-
ma di Indonesia.

Demikianlah latar belakang timbulnyea Pegadaian di Indo-

nesia4yang lansung dikelola pemerinteh Belanda. Pada mulanya
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maksimum ueng pinjaman yang dapat diberikan kepada pemin-
jam berjumlash f.300 den tidak dikenakan ongkos administra-
si. Pegadaian Negars yang dikuasail pemerintah ini semeakin
berkembang dengan baik sehingga mendoromg dikeluarkannya
peraturan tentang monopoli diantaranya adalah Stabl.No.
794 tshun 1914 dan Stabl.No.28 tshun 1921. Adapun dasar
"Hukum Gadai" diatur pada Kitab Undaeng-Undang Hukum Per-
data Buku Kedue Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 dan
tentang barang bergerak Pasal 509 sampai Pasal 518. Yang
dimeksud dengen monopoli iaslah adanya "larangen terhadap
anggota masyarakat umum lainnya untuk berussha dengan ca-
ra menerima gadaidan pemberian uang pinjaman maksimum |
£.100". Sanksi terhadap pelanggaran monopoli ini diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 509. Berda-
sarkan Stbl.No.266 tahun 1930 Pegadaian Negara telah men-
jadi Perusahaan Negara sebagaimana yang dimeksud dalam
pasal 2 pada Indonesische Bedrijvenwet Stbl.No.419 tehun
1927 yeng berarti bahwa harta kekayaen Pegadaian Negara
terpisah dari harta kekayaan negara (pemerintah).
Proklamasi Kemerdekaan RI pad: tanggal 17 Agustus
1945 telsh mengekibatkan terjadinya peralihan penguasaan
terhadep Pegadaian Negara yaitu kepada Pemerintah RT. De-
ngen dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.176 tahun
1961 maks terhitung mulai tenggal 1 Januari 1961 Pegadai-
an Negara diubah statusnya menjadi Perusshaan Negara dan

berada dalam lingkungan Departemen Keuangen . Dalam kenya-

PUST
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taannya Perusahaan Negara Pegadaian mengalqmi kerugian.
Untuk itu dikeluarken Instruksi Preside Ne.17 tahun 1967,
Undang—Undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah
No.7 tahun 1969<serta5pératuran pelaksanaannya. Menurut
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-664/MK/IV/9/
1969 Perusahaan Pegadaian Negara menjadi Jawaetan Pegadai-
an.

‘Untuk meningkatkan efektifitaé dan produktivitas, ma-
ka pihak pemerintah melalui P.P (Peratursn Pemerintah) No.
10 tahun 1990 mengubah status Perjan Pegadaian menjadi Pe-

rum Pegadaian.

2.2 Struktur Orgaenisasi
Mengenai Struktur organisasi, tugas pokok, dan kedu-.
dukan orgenisasi Perum Pegadaiasn diatur oleh Surat Kepu -
tusan Direksi Perum Pegadaian No.Sm.2/1/29 tanggal 27 Ok-
tober 1990. Dalam hal ini dijelaskan melalui pasal 1 sam-
pai pasal 417. Pada bagian pertama pasal 1 disebutkan bah-
we yang dimaksud dengan:
a. Menteri adalah Menteri Keuangan,
b. Perusshaan adalah Perusshasn Umum (Perum) Pegadaian
¢. Dewan Pengewas adalah unsur pengawas dari Departemen
Keuangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan perusahaan;
d. Direksi adalah Direksi Perum Pegadeian;
e. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unsur pengawas

intern di Kantor‘Pusat yang mempunyai tugas membantu

WILIK UPT PERPUSTAK A1
iX!1P PADANG
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Direktur Utama;

Wilayah adalah wilayah kerja Kantor Pusat dan Kantor
Daerah yang pembagian, jumlah den lokasinya ditetapkan
oleh Direksi;

Kantor Pusat adalah kedudukan dan pusat kegiatan admi-
nistratif perusahsan.

Kantor Daerah (Kanda) adalah perwakilan perusahasn di
daersh vang bertugas melaksanakan tugas-tugas manajeri-
al dan administratif perusahaan 41 daerah berdasarkan
kebijaksanaan Direksi;

Inspektur Daerah (Irda) adaleh unsur pengawas intern
di daersh yang membantu Kepala Kantor Daerah, Kepala
Satuan Pengawasan Intern, dan Direktur Utama;

Cabang adalah unit pelaksana operasi perusahaan di dae-
rah yang lansung melayani masyawrakat.

Untuk lebih jelasnya gambaran struktur organisasi

selengkapnya dapat diamati melalui paradigma pada hala-

man disebelah.
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SENTERI KEUANGAN

|

DEWAN PENGAWAS

_

DIREKSI

DIFEXTUR UTAMA

BALAI DIKIAT -

—

DIRERTORAT
. KEUANGAN -

P

-

_

DIREKTORAT CPERASI
DN PENGEVBANGAN
P o TR

i ss—

SUBDIT

SUBDIT
ANGGARAN DAN PERMO-
v -DALAN.
SUBDIT

AKUNTANSI

SUBDIT
PERBENDAHARAAN
STy

CPERAST DAN PEMASARAN

SUBDIT

PENELITIAN DaN PE-
- NGEBANGAN USAHA
e i

SATUAN PENCAWASAN
INTERN ( &1 ),

DIREKTCRAT
- UMUM

—— 1

SUBDIT
KEPEGAWAIAN

SUBDIT

KESEXRETARIATAN
PERUSAHAAY

e

SUBDIT
BANGUNANXN

SUBDIT
TATA USAHA DA RUMAH
o/ ARG

o

KANTOR DAERAH
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Keterangan Diagram I Tentang Peranan Menteri Keuangan

Perusehaan Umum (Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Mi-
1ik Negara dalam lingkungan Departemen Keuangan yang dipimpin
oleh suatu Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keungen. Perusahsan dibina oleh menteri, yang dalam
pelaksanaasnnya dibantu oleh Direktur Jenderal Moneter, sedang-
kan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusaha-
an termasuk rencana kerjé dan anggaran perusahaan Menteri
dibantu oleh Dewan Pengawas.

Peranan Menteri Keuangen yang lain adalah apabila perusa-
haan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usa-
ha lain yang berhubungan dengan tyjuan perusaliaan perlu perse--

tujuan Menteri Keuangan.

KILIK y
WK UPT PERPUS TAK A4
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Keterangan Diagram II Tentang Peranan Subdit Anggaran dan

Permodalan

Sub Direktorat Anggaran dan Permodalan mempunyail tu-
gas mengelola anggaran dan permodalan, dengen rinclan se-
bagai berikut:

a. Menyusun rencena kerja dan anggaran perusahaan, mengap
lokasikan dana, mengevaluasl realisasi anggaran dan mem-
buat laporan pelaksanasan anggaran perusahaan,

b. Memanteu kebutuhan modal kerja;

c. Mencari dan mengalokasikan modal kerja dan investasl se-

cara berdaya guna dan berhasil guna.
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Keterangan Diagram III Tentang Peranan Subdit Perbendaha-

raan

Sub Dircktorat Perbendaharaan mempunyai peranan melak-
sanakan pengelolaan perbendeharaan, geji, dan tunjungan,
penagihan dan perpajakan. Untuk lebeih rincinya dapat di-
lihat uraian berikut ini:

a. Untuk mengelola kas, bank, surat berharga dan perpajakay
b. Untuk mengelola gaji, tunjangan dan perjalanan dinas;

¢c. Untuk melaksanakan penagihan piutang perusahsaan.

-
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DIREKTORAT CPERASI DaN DENGEMBANGAN
KANTOR PUSAT PERIM DEGADALAN

STRUKTUR CRGANISASI

SUBDIT
COERASI DAN PEMASARAN

'LAMPIRAN SK DIREKSI
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SEKSI

—

SEXSI BINA JASA
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1
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_1 SUBSEKSI
'aH II1

BINA JASA WILAYA
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SUBSEXSI
DATA WILAYAH II
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Keterangan Diagram IV Tentang Peranan Subdit Operagi dan

Pemasaran

Sub Direktorat Opegggi dan Pemasaran mempunyai tugas
membina program operasi jasa pegadalan dan usaeha lain ser—
ta pemasarannya. Secara rinci peranan Sub Direktorat Ope -
ragsi dan Pemasaran ini adalah:

a. Membina penyaluran kredit gadai dan jasa lainnya;
b. Membina dan mengembangkan kegiatan pemasaran;
c. Menyiapkan, mengeloh dan menyajikan statistik kegiatan

usaha perusahaan.
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DIREXKTORAT CPERASI DAN PENGEMBANGAN
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Keterangan Diagram V Tentang Peranan Subdit Penelitian dan

Pengembangan Usaha

Sub Direktorat Penelitian dan Pengembangan Usaha mem-
punyai tugas menyelengarakan penelitian dan pengembangean
jenis pelayenan, wilayah operasi dan ussha lain. Secara
rinci peranan Sub Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Usaha adalah sebagai berikut:

a. Menyelengaraken penelitian dan mengembangen jenis, sis-
tem dan prosedur pelayenan;

b. Menyelengarakan penelitian dan pengembangen cabang-cabang
baru dan wilayah operasi perusahaan;

c. Menyelengarakan penelitian dan pengembangan bentuk-ben-

tuk usaha lain.
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Keterangan Diagram VI Tentang Peranan Subdit Kesekretariat~

an Perusahaan

Sub Direktorat Kesekretariatan Perusahaan mempunyail
tugas mengkordinasikan pelaksanaesn kesekretariatan, hu-
kum dan kehumasan perusshaan. Secara rinci peranan Sub
Kesekretariatan adalah sebagail berikut:

a. Menyelengarakan kesekretariatan pimpinan;
b: Menyelengarakan kehumasan dan kepustakaan;
c. Mengelola produk hukum dan memberikan pertimbangan

hukum.
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Keterangan Diagram VII Tentang Peranan Subdit

Kepegawaian

Sub Direktorat Kepegawaian mempunyai tugas mengelo-
la administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
Secara rinci peranan Sub Direktorat Kepegawaian adalah
Sebagai berikut. :
a. Menyiapkan formasi, pengandaan, pengangkaten, kepang-
katan, dan tata usaha kepegawalan;
b. Menyelengarakan pemindahan, prohosi, pemberhentian dan
pemensiunan pegawai;
c. Menyelengarakan urusan kesejahteraan pegawail;
d. Menyelenggarakan pengembangan organisasi dan tata laksana

gerta sumber daya manusia.

LK UPT PERPUS TAKA

. AN
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Keterangan Diagram VIII Tentang Peranan Subdit

Bangunan

Sub Direktorat Bangunan mempunyai tugas mengelola
bangunan, prasarana dan persewaan kantor maupun rumah di-
nas. Secara rinci peranan Sub Direktorat Bangunan ini ada-
lah sebagai berikut:

a. Menyelengarakan urusan teknik bangunan;
b. Menyelergarakan tata usaha pembangunan;
c. Menyelengarakan tata usaha tanah, bangunan dan

persewaan.
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Keterangan Diagram IX Tentang Subdit Tata Usaha

dan Rumash Tangga

Sub Direktorat Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyal
tugas mengelola tata usaha, rumah tangga, dan perlengkap-
an. Secara rinci peranan Sub Direktorat ini adalah seba -
gal berikut:

a. Mengurus tata usaha surat-menyurat;
b. Mengurus rumah tangge dan keamanan kantor pusat

c. Mengurus perlengkapan.
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Diagram X
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Keterangan Diagram X Tentang Peranan Subdit Balai Pendidikan

dan Pelatihan

Balai Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mem-
bina dan mengelola kegiatan pendidikan dah pelatihan ber-
dasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi. Se -
cara rinci peranan Balal Diklat ini adaleh sebagai beri -
kut:

a. Merencanakan, menymsun dan mengembangkan progra: bnen -
didikan dan pelatihan pegawai;

b. Menyiapkan dan menyelengarakan pendidikan dan pelatih-
an pegawal serta mengatur administrasinya;

c. Mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sefta

penyusunan pelaporannye.

WMILIK yp T F*ERPUSTAKAAN
IKIP pap, NG
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Keterangan Diagram XI Tentang Peranan Kepala Satuan

Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) mempunyai tugas mem-
bantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sis-
tem pengendalian pengelolaan (menajemen) dan pelaksanaan-
nya serta memberikan saran-saran perbaikan/penindakan. Se-
cara rinci peranan SPI ini adalah sebagal berikut:

a. Mengkordinasikan penyusunan program dan penyelengaraan
pemeriksaan atas pelaksanaan kebijaksanaan‘Direksi/
Perusahaan dan pelaporannya;

b. Memberikan pertimbangen dan mengusulkan pembenanan gan-
ti rugi dan hukuman disiplin;

¢. Mengkoordinasikan pelaksaneaan pemeriksaan oleh pemerik-
ga ekstern dan sistem pengawasan di daerah;

d. Mengkaji den mengembangkan sistem dan metode pemeriksaan,

pelaporan dan pemantauan tindak lanjutan.
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Keterangan Diagram XII Tentang Peranan Kantor Daerah

Kantor Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang diang-
kat dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur
Utama. Kantor Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelo-
laan kegiatan perusahaan di daerah serta membantu tugas-tugas
Kantor Pusat sesual dengan kewenangan yang dilimpahkan Direk-
si. Secara rinci peranan Kanda ini adalah:

a. llengurus, mengelola dan mengewasi kegiatan perusahaan
yang ada di cabang;

b. Mengurus dan memglihara kekaysan perusahaan yang ada di
deerah dan cabang;

c. Mewakili kepentingan perusehaan di daerah dan cabang, ba-
ik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang di-
limpahkan Direksi;

d. Menyelengarakan pembukuan, penyusunan anggaran, pembinaan
kepegawaian serta pelaporan kegiatan perussehaan sesuai de-

ngan ketentuan yang ditetapkan Direksi.
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Keterangan Diagram XIII Tentang Peranan Kepala Cabang

Cabang dipimpin..oleh seorang kepala yang diangkat oleh
Direksi dan bertanggung jawab kepade Direksi melalui Kepala
Kantor Daerah. Cabang mempunyai tugas melakukan kegiatan
usaha perusahaan yang lansung berhubungan dengan masyarakat
(nasabah) dalam rangka pemberian kredit gadai atau usaha la-
in, yang secara rinci peranan Kepala 6abang adalah:

a. Menyelurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan me-
laksanakan usahe lain;

b. Mengurus penerimaan, pinjaman atas dasar hukum gadai dan
melaksanakan usalia lain;

b. Mengurus penetrimaan, penyimpanan dan pengeluaran'barang
jaminan;

c. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang ada di
cabang;

d. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang
jaminan;

e. Menyelengarakan pembukuan, penyusunan asnggeran, pembinaan
pegawal, tata usaha dan pelaporan kegiatan cabang;

f. Mewakili kepentingan perusshaan beik kedalam maupun ke luar
berdasarkan kewenengan yang dilimpahkan oleh Direksi/Kepa-
la Kantor Daerah;

g+ Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah dan

pihaek lain dalam rangka pengembangan perusehaan.

WILIK ypt PERPUSTAKL\AN

IXiP PADANG
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2+3 Kepegawaian

A. Peraturan Khusus Untuk Peguwai

1. Disiplin Kerja

Sesuai dengan informasi yang peneliti peroleh bahwa

peraturan yang harus ditaati oleh setiap pegawai ada-

lah :

a)

b)

c)

Cabang Perum Pegadaian dibuka pada hari kerja:
Senin s/d Kamis dari pukul 7.00 hingge pukul 15.00
Pelayanan untuk umum hingga 14.00
Jumat dari pukul 7.00 hingga pukul 11.00
Pelayanan untuk umum hingga 10.00
Sabtu dari pukul 7.00 hingga pukul 12,30
Pelayanan untuk umum hingga 11.30
Jam makan siang/istirahat/shalat di kantor cabang
pada hari Benin s.d Kamisg Selama Setenggh jam muy -
lai pukul 12.00 - 12.30.
Cabang ditutup pada hari minggu dan hari libur yang
ditetapkan oleh Kepala Perum Pegadaian. Jika cabang
pada hari Minggu harus dibuka, karena hari pasaran
di tempat Cabang itu jatuh hari Minggu,‘maka KPP

akan menetapkan hari lain untuk menutupnya.

2. Untuk Kepala Cabang

a) Tiap cabang dipimpin oleh seorang Kacab sebagai pe-

gawai yang mempunyai tanggungan hisab (comptabel)
yang harus bertanggung jawab kepada KPP dengan di-
awasi oleh KDP dan KDI.
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b) Meskipun Kacab pada umumnya berada dibawah perintah

c)

d)

KPP dan KDI yang bersangkutan, namun Kacab berada
lansung dibawah perintah KDP-nya. Perintah/petun-
Juk yang oleh pejabat tersebut disampaikan kepada
Kacab harus dimaksudkan dalam buku yang disediaskan
untuk keperluan itu dengan dibubuhi tanggal dan tan-
da tangan dari yang memberi perintah/petunjuk tadi.
Perintah/petunjuk itu menurut keperluannya diterus-
kan oleh Kacab sendiri kepada pegawai bawahannya un-
tuk dilaksanakan.

Pada perkunjungan pertama KPP,KDI,KDP di Cabang, Ka-
cab wajib minta tanda pengenal dari pama pejabat itu
dan Kacab mempersilakan para pejabat tersebut mengi-
si buku tamu yang telah disediakan di Cabang.
Pimpinan dan pertanggungjawaban suatu Cabang berada
di tangan Kacab mulai saat pimpinan diterima secara
resmi hingga saat penyerahan kepada pengantinya seca-
ra resmli pula yang dilaksanakan dengan berita acara.
Melaporkan kepada KDP/KDI/KPPP segula kejadian mang
luar biasa dan kesukaran di dalam pekerjaan, dengan
disertal keterangan dan pendapatannya yang berhubung-
an dengan persoalannya.

Pada waktu Kacab meletakkan jabatan karena berhenti
atau sebab lain, maka sumua surat resmi, SE, buku dan
lain-lain yang termasuk arsip Cabang harus diserah -
kan kepada pengantinya.

Semua pengeluaran uang dari kas yang tidak diatur da-
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lam BTP atau SE yang berlaku tidak diperkenankan, kecua-
1i jika ada izin lebih dshulu dari KPPP.

h. Apabila karena sesuatu hal Kacab harus menirggalkan tem-
pat kedudukannya, kecuali untuk dinas, ia harus minta
izin kepada KDP yang bersangkutan dengan memberi keterang-
an seperlunya, kecuali dalam yang mendadak dan penting
(kematian), s-hinga tidek ada kemungkinan untuk mendapat
izin lebih dahulu, dalam hal yang demikian penganti yang
diserahi harus segera memberi kabar kepada KDP yang ber-

sangkutan dengan memberi alamat Kaceb tersebut.

3. Pemeliharaan Kesehatan.

a. Jika di tempat kedudukan Cabang atau di dekatnya, atas
pernyataan yang berwajib timbul penyakit menular, Kacab
wajib berusaha mengurangi bahaya penularan itu. Apabila
untuk keperluan tersebut pegawai perlu pergi ke Bumah
Sekit atau Dokter yang jauh (untuk disuntik dan lain-la-
in), maka ongkos bepergiannya dapat dibayar dari kas Ca-
bang dan dibukukan.

b. Untuk keperluan pegawal pegawai di Cabang dengan persetu-
Juan KDP disediakan obat-obatan untuk pertolongan perta-
me antara lain: minyak kayu putih, mercurochroom, perban
gaas, kapas, dalam jumlah yang terbatas mengingat banyak-
nya pegawal di Cabang. Pengeluaran untuk pembelian obat-
obatan ini dibukukan.

4. Perubahan (Mutasi) Pegawai

a. Jika Kacab mendapat perintah untuk memperbantukan pega-
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wai ke Cabang lain, maka pada waktu pegawai itu berang-
kat dan kembali Kecab harus mencatat daﬁ mengirimkan ke
KPPP lewat KDP dan KDI. Permintaan untuk mendapatkan ban-
tuan pegawai disampeaikan oleh Kacab kepada KDP dengan me-
nerongkan alasan-alasannys.

Kacab wajib mencatat perubahan-perubahan kedudukan pega-
wal, tentang tidak masuknya, macam-macam cuti dan tanggal
mulal masuk bekerja, masuk dinas kembali atau perhenti
dari pekerjaan. Kacab wajib mencatat nama pegawai yang
tidak masuk bekerja karena sskit atau halangan lain, ti-
dak masuk bekerja tanpa ada alassn-alasan yang sah.
Pegawai yang baru lulus dari Kursus Pensksir oleh Kacab
harus diberi kesempatan untuk menambah pengetahuasn dan
pengalamannya dengan bekerja di loket di bawah pengawasan,
pimpinan seorang penaksir yang telah berpengalaman.

Kacab wajib memberi pelajaran kepada seluruh pegawai ten-
tang tata usaha dan semua jenis pekerjaan di Cabang, seda-
pat mungkin dengan cara memberi giliren dalam mengatur
pembagian pekerjaan.

Untuk pegawail yang baru pertama kali masuk bekerja, atau
gantl pekerjaan karena giliran pekerjaan, naik pangkat,
Kacab wajib memberitahukan kepadanya semua pekerjaan yang
akan dilakukan dalam jabatannya yang baru itu menurut pe-
raturan yang berlaku.

Sebelum Kacab meﬁutup keantor harus memeriksa lebih dahu-
lu apakah semua’pintu gudang, khazanah, jamban, dan loket

betul-betul sudah dikunci.
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5. Pembagian Pekerjaan Sehari-hari

a.

8.

Pembagian pekerjaan sehari-hari, juga pada waktu lelang
diatur oleh Kacab atau wakilnya, dengan memperhatikan
larangan rangkapan pekerjaan.

Pegawail hanya dibolehkan memberikan bantuan kepada pega-
wai lain setelah mendapat izin/diketahui oleh Kacab atau
wakilnya dan persetujuan pegawai yang bersangkutan.

Tiap pegawai harus menandatangani untuk tiap macam peker-
Jaan yang dilakukan, agar setiap waktu dapat diketsahui
siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan.

Pembagian pekerjaan diatur bergiliran dan tidak diperke-
nankan terus menerus lebih dari satu bulan, kecuali uni-
tuk pemegang gudang lebih dari satu tshun dan untuk me-

nyimpan lebih dari enam bulan.

» -Pegawal Yang Dipindahkan

Selain Kacab, pegawal yang dipindahkan selambat-lambat-
nya dalam waktu 2 minggu sesudah surat keputusan atau
sutat pemberitehuan diterima, sudah harus berangkat me-
nuju ke tempat kedudukan yang baru.

Sebelum berangkat ke tempat kedudukan yang baru ia di-
beri kebebasan bekerja selama 2 hari untuk dipergunakan
mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepin-
deahen itu, dan setibanya ditempat kedudukan yeng baru
ia harus segera memberitahukan kedatangannya kepada Ka-

cap.

c. Ditempat kedudukan yang baru ini kepadanya juga diberi-

kan kebebasan bekerja selama 2 hari sesudah kedatangan-

Wil 1K ypr PERPUSTAK/’-\AN
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nya untuk menyelesaikan segala sesuatu karena kepindshan-
nyae.

d. Hari libur dan hari Minggu turut juga dihitung dalam pem-
bebasan ini. |
7. Permintaan Pindah Atau Tukar Tempat

a. Semua pegawal termasuk Kacab apabila mengajukan perminta-
an pindeh disampaikan ke KPPP (Dinas Kepegawaian) lewat
KDP dan KDI yang bersangkutan.

b. Permintaan pindah karena pegawai itu sendiri atau keluar-
ganya sakit dan menghendaki iklim lain, hal ini harus di-
lampiri dengan surat keterangan dokter.

c. Permintean tukar tempat asalkan tidak menggengu kepentingan
dipas dapat dikabulkan. Dalam hal ini ongkos pindah tidak
dapat diganti oleh Perum dan juga tidak dapat diberi pinjam-
an gaji serta harus dinyatakan dalam surat permintaannya.

B. Petunjuk Mengenai Peraturan Kepegawaian

1. Sumpah Pegawai
Pegawai Perum Pegadaian adalah Pegawai Negeri Sipil. Hal ini
berpedoman .kepada Undang-Undan No.8 tahun 1974 dan peraturan
pelaksanaannya yaitu PP No.21 tahun 1975 dan Surat Edaran Ke-
pala BAKN No.14/sE/1975.
2. Permintaan dan Pemberian Cuti
Semua permintaan jenis cuti harus diajukan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang yaitu:
- Cuti tahunan, cuti karena alasan penting lebih dari 1

hari, cuti sakit yang lebih dari 2 hari kepada: a) Kacab
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untuk para pegawai di kantor Cabang yang bersangkutan.
b) KDP untuk peguwai di kantor KDP. c¢) KDI untuk peja-
bat echelon:IV dan V yang ada dilingkungannya serta pa-
ra pegawai di kantor Inspeksi yang bersangkutan.

- Izin cuti lainnya, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti
diluar tanggungan Negara tetap diajukan kepada KPPP.

- Cuti tahunan pegawai yang dipindshkan ke lain cabang
harus diberi keterangan oleh Kacab yang lama pada buku
dinas yang bersangkutan, berapa hari kerja yang masih

belum dijalankan oleh yang kepentingan.

2.4 Peranan Perum Pegadaian Dalam Masyarakat
Perum Pegadaian adalsh perusahaan dalam lingkungan Depar-
temen Keuangan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab
lansung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesié, dan secara
teknis administratif dibina oleh Direktorat Jenderal Moneter.
Pertama kali peranan Pegadaian adalah rasa tidak puas pe-
merintah Hindia Belanda atas praktek rentenir dan lintah darat.
Sehingge fungsi utama Pegadaian pada masa itu adalah:
1. Turut membantu pemberantasan lintah darat dan praktek riba
lainnya.
2. Menyalurkan Uang Pinjaman bagi golongan ekonomi lemah dengan
dasar hukum gadai atas kretaria objektif.
Perjalanan berikutnya pada masa kemerdekaan RI disesuai-
kan dengan azas, dasar, dan tujuan pembangunan nasional yaitu

amanat yang tercamtum pada Pembukaan UUD 1945 alenia 4.
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Penyesuaian peranan lembaga Pegadaian ini dapat dili-
hat Surat Keputusan Menteri Keuangan No.39/MK/6/1/1971

yang menjelaskan bahwa fungsi Pegadaian adalah:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kre-
dit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan,
pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif,
kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat
konsumtif.

2. Mencegah adanya pemberian pinjamen yang tidak wajar, ijon,
pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.

3. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang berman-
faat bagi pemerintah dan masyarakat.

4. Membina pola prekreditan supaya benar-benar terarah dan
bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produk-.
tif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Berikutnya diperkuat dengan keluarnya Keppres RI No.56
tahun 1985 yang menegaskan bahwa fungsi Perjan Pegadaian ada=
lah:

a. Membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fi-
dusia.

b. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar seper-
ti:ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.

c. Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadal Pfidusia

yang bersifat produktif.

d. Membina dan mengawasi operasional Perjan Pegadaian.
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Lebih rinci tentang peranan Lembaga Pegadaian dijelaskan
oleh SK Direksi Perum Pegadaian No.Sm.2/1/29 yaitu:

a. Turut melaksanakan dan menunjeng pelaksanaan kebijaksanaan
den program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas
dasar hukum gadai.

b. Mencegah praktek ijon, pegadaiam gelap, riba, dan pinjaman
tidak wajar lainnya.

Penyaluran .. uang pinjamen atas dasar hukum gadai adalah de-

ngan cera yang mudah, cepat, aman, dan hemat, serta mencipta-

kan atau mengembangkan usaha-usahas lain yang menguntungkan
bagi perusahaan maupum masyarakat.

Berdasarkan haesil lokakarya Kampanye Pemasaran (1992)
mengungkapkan bahwa situasi sosial, budaya dan politik beru-
bah dan berkembang, masyarakat berkembang. Begitu juga dengan
peranan Pegadaian di masyarakat turut berkembang. Jikas tadinya
pada masa-masa awal berdirinya Pegadaian, peranan Pegadaian
mencegah terjadinya pemberian pinjaman yang tidak wajar di ma-
syarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. De-
ngan berkembangnya perekohomian masyarakat, makin membaiknya
situasi sosial pernan pegadalan tidak lagi terbatas pada meno-
long masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan gehari-hari,
tetapi kini telah berkembang menjadi salah satu pilihan atau
salah satu jalan keluar untuk mendapatkan sumber dena/uang
yang dibutuhkan. Peranan Pegadaian bukan hanya terlihat dari
Jumlah golongan nasabah yang memakai Jasa Pegadaian tetapi ju-~

ga dari jumlah kantor cabangnya di seluruh dserah Indonesis.



BAB IIT
PROSES PEMBERIAN KREDIT MELALUI
PERUM PEGADAIAN

3.1 Subjek Gadai

Dalam setiap perikatan paling sedikit terdapat dua
subjek hukum yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berhak
atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk me -
menuhi prestasi. Begitu juga yang menjadi subjek gadai
adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum gadai,
yaitu baik yang dilakuken oleh @rang perorangan maupun
badan hukum dengen pihak Perum Pegadaian. .Dengan kata la-
in pihak Perum Pegadaian sebagai Yang berhak atas presta-
si (pihak yang aktif) atau kreditur atau disebut juga orang
yang berpiutang sedangkan pihak nasabah atau masyarakat
adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak
yang pasif) atau debitur atau disebut juga orang yang ber-
hutang. Kreditur dan debitur inilsh yang disebut sebagai

subjek gadai.

3.2 Objek Gadai

Objek gadail merupakan objek perikatan/perjanjian dan
menjadi hek kreditur dan kewajiban debitur, yang biasa di-
sebut dengan prestasi. Menurut pasal 1234 BW prestasi dapat
berupa "memberika sesuatu", 'berbuat sesuatu', dan "tidak
berbuat sesuatu". Apa yang dimaksud dengan "sesuatu" disgi-
ni tergantung daripada maksud atau tujuan darai pada para

pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberi-
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ken, yang diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Yang dimak-
gud dengan "sesuatu" bisa dalam bentuk materil dan immate-
ril. Tetapi didalam objek gadai apa menjadi jeminan gadai
sudah dijelaskan oleh pasal 1150 BW atau disebut juga de-
ngan hak pand yaitu suatu hak kebendaan yang dinikmati se-
seorang dan digunakan sebagai jaminan utang dengan anggunan
benda bergerak.

Berdasarkan hasil penelitian secara operasional bah-
wa jenis-jenis barang yang dapat diteriima sebagal barang
jaminan gadai adalah barang-barang bergerak dalam bentuk:
a. Barang-barang: semua perhiasan yang dibuat dari emas,

perhiasan perak atau platina baik yang berhiaskan intan,
mutiara, batu maupun tidak.
b. BarangsSbarang elektronik:TV, Kulkas, radio, Tape Recor-
der, Vidio, radio kaset.
¢c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor
d. Bareng rumah tangga:barangdbarang pecah belah.
(Perum Pegadaian Kodya Padang)

Sedangkan untuk Perum Pegadeian Batusangkar dan Bu-
kittinggi mengklasifikasikan jenis barang yang boleh se-
bagal jaminan gadail adalah:

a. Barang-barang tekstil yang belum jadij;

b. Barang-barang logam adi (emas, platina, perak)

c. Barang-barang batu adi (berlian dan paset)

d. Barang-barang gudang lain (elektronik, mesin ketik,
mesin jahit, sepeda, TV, Tape Recorder, Vidio, sepeda

motor, barang dari kuningan, dan lainnya).
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3.3 Cara Memeperoleh Surat Bukti Kredit (SBK)

Nasabah menyerahkan barang jaminan kepada penaksir
Perum Pegadaian, dan penaksir meneliti barang jaminan,
setelah itu menentukan faksiran barang jaminan, setelah
ada persetujuan antara nasabah dan penaksir meka dibuat-
kan Surat Bukti Kredit (SBK), setelah itu nasabah menye-
rahkan SBK pada kasir kredit untuk bukti pengambilan

uang.

3.4 Barang Yang TBidak Boleh Diterima Sebagail Jaminan Gadal

A. Barang yang tidak boleh diterima sebagal barang jaminan
gsesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian (ADP) pasal 6 an -
tara lain adalah:

1. Barang milik pemerintah, yaitu semua senjata, pakai-
an dinas dan alat perlengkapan ABRI, meskipun yang
mengadaikan orang sipil, juga perlengkapan milik pe-
merintah lainnya yang diberikan kepada pegawal seba-
gai pinjaman.

o. Bashan maksnan dan bahan yang mudah busuk/rusak, ter-
masuk: makanan/miniman dalam kaleng, botol atau peti,
juga segala macam obat, tembakau dan sebagainya.

3. Barang yang amat kotor, yaltu barang yang tidak ter-
masuk dalam salah satu larangan untuk diterima seba-
gai barang jaminan, tetapi keadaannya terlalu kotor.

4. Barang yang memerlukan surat izin atau dilarang pen-
jualannya kalau dilelang, seperti senjata api dan ba-

gian~-bagiannya, mesiu/peluru, senapan angin, uamg pal-
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6.
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su/tiruan dan candu.

Barang yang dapat menimbulkan kebakaran/letusan, se-
perti korek api, petasan, bensin, minyak tanah.
Barang yang tidak tetap harganya atau sukar untuk
ditetapkan taksirannya, barang purbakala, buku-buku,

alat pemotret (alat berlensa), takeran dan timbangan.

Juga tidak boleh diterima sebagal jaminan gadai:

1
20
30

4‘.

Barang yang disewabelikan.

Reng~rengan kain batik yang ada cap pemiliknysa
Barang dagangan dalam jumlah besar seperti kain/sa-
rung, arloji dan sebagainya.

Berlian paset yang terlepas dan emas pasir.

3.5 Pembagian Golongan Barang Jaminan

A. Menurut besarnya UP barang jaminan dibagi dalam golongan-

gol
1.
2.
3.
4.

ongan seperti di bawah ini:

Golongan A, dengan UP Rp Rp.2.500,- s5.d Rp.40.000, -
Golongan B, dengan UP lebih dari Rp.40.500,- s.d Rp150.000,
Golongan C, dengan UP lebih dari Rp151.000,- s.d Rp500.000,

Golongan D, dengan UP lebih dari Rp510.000,~ s.d
Rp.2. 500.000,-‘-

Untuk barang gudang seperti sepeda, sepeda motor, radio,

casette, casette-tape recorder dan lainnya yang menurut

besarnya UP dapat diberikan UP golongan B, C, dan D, pada

SBK

dan

harus diberikan rubrik simpanan "G" menjadi BG, Ca,

DG. Khusus untuk televisi diterima sebagai barang ja-

minan yang serendah-rendahnya golongan C, menjadi CG/DG.
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C. Adapun barang yang menurut taksiran dapat diberikan UP yang
termasuk golongan yang lebih tinggi, akan tetapi oleh karena
permintaan UP kurang dari itu, sehinggae golongan berubah men-
jadi golongan yang lebih rendah, maka barang tersebut disim-
pan oleh pemegang gudang/penyimpan menurut golongan masing-
masing sesual menurut taksirannya dan diberi tanda huruf be-

sar: AB, AC, AD, BC, BD, dan CpD.

3.6. Sewa Modal dan Jangka Waktu Pelunasan

1. Untuk barang golongan A bunga+® 1,5% per 15 hari, 3% per 30
hari, maximum 22,5 % selama 225 hari. Satu hari sampai dengan
15 hari dihitung 15 hari. Jangka waktu pinjaman maximum 7,5
bulan.

2. Untuk barang golongan B, C, dan D bunga 2% per 15 hari, 4%
per 30 hari, maximum 18 % selama 135 hari. Jangka pinjaman

atau pelunasan maximum 4,5 bulan.

3.7. Cara Pelunasan Jaminan Gadai ,
Cara pelunasan yang digunakan adalah nasabah datang ke Perur
Pegadaian kemudian menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) kepada
pembantu kesir, dan SBK tersebut diperiksa oleh pembantu kasir
antara lain melihat cabangnya dan memeriksa segalas sesuatu yang
mencurigakan. Kemudian dihitung hari yang terpakai dan diberi
cap lunas oleh kasirpelunasan dan nasabah lansung menbayar uang.

Setelah itu menerima kitir untuk meminta barang jaminannya.

Jadi dalam pelunasan itu yang dibayar oleh nasabah adalah yang

Pinjaman (UP) ditambah dengen sewa modal.
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3.8. Penggunaan Lelang Terhadap Jaminan Gadai
Lelang digunakan apabila nasabah tidak melunasi uang pinjam=
an atas barangnya sehari setelah jatuh tempo. Prosedur pelelangan
dapat dilihat penjelasan berikut ini:
A. Tanggal lelang diumumkan dengan:
1. Tulisan pada papan pengumuman sebelum lelang
2. Pengumuman melalui radio (bila diperlukan)
3. Pemberitahuan oleh pegawai secara lisan pada loket kepada
orang yang datang di Cabang.
4. Pemberitahuan tertulis pada orang yang mempunyal barang.
B. Apabila ada barang berharga tinggi yang akan dilelang, barang
itu sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.
C. Pada tanggal pelaksanaan lelang harus memperhatikan:
1. Sedapat mungkin lelang dilakukan pada hari pasaran.
2. Lelang tidak diadakan pada hari libur.
3. Tanggal lelang boleh ditetapkan lebih dari satu hari (da-

lam sebelum).

3.9. Prosedur Pengambilan Uang Kelebihan Lelang

Dalam hal barang jaminan telah dilelang maka nasabah masih
berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam
lelang setelah dikurangi uang pinjaman ditambah sewa modal dan
biaya lelang.Prosedur pengambilannya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membawa SBK untuk meminta uang kelebihan dari pendapat-
an barang yang sudah dilelang kepada loket‘pegawai yamg mengu-
rus permintaan uang kelebihan. ”

2. Apabila ada nasabah minta uang kelebihan yang ternyata SBK

aslinya hilang sedangkan barangnya sudah dilelang, dalam hal
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ini diselesaikan oleh Kacab dengan memperhatikan :

a. Nasabah harus menunjukan bukti-bukti dan keterangan yang
menyatakan bahwa SBK hilang, kemudian dicocokan dengan SBK
dwilipat.

b. Nasabah membuat keterangan diatas segel yang menyatakan
bahwa barang tersebut sungguh-sungguh miliknya.

3. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan kelebihan ditentukan
selama satu tahun setelah tanggal lelang.
4. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang ke.

lebihan menjadi milik negara (perusahaan).



BAB IV
TINJAUAN TENTANG LAPISAN MASYARAKAT YANG MEMANFAATKAN
JASA PERUM PEGADAIAN
4.1. Perum Pegadaian Kotamadya Padang

Kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian bertujuan untuk

keperluan:
a. Pertanian disingkat P
b. Nelayan disingkat N

¢. Industri/kerajinan rakyat disingkat I

d. Perdagangan disingkat D

e. Lain-lain disingkat L

Pengelompokan tujuan kredit di atas tidak didasarkan pada jabat-

an (profesi) peminta kredit.

Contoh:

a. Seorang petani meminta kredit untuk memperluas warung/tokonya
di masukkan kelompok D, meskipun dia seorang petani.

b. Seorang pegawai/buruh meminta kredit untuk mengerap sawgh di-
masukkan kelompok P.

c. Seorang petani/buruh/pedagang meminta kredit untuk selamatan
dimasukkan kelompok L.

d. Seorang petani meminta kredit untuk biaya hidup selama menung-
gu panen dimasukkan kelompok P.

Untuk mengetahui jumlah nasabah dan tujuan kredit yang disalurkan

oleh Perum Pegadaian dilakukan pendaftaran nasabah berdasarkan Kar-

tu Tanda Penduduk atau kartu pengenal lainnya.

Untuk mengetahui lapisan masyarakat yang memanfaatkan jasa

Perum Pegadaian Kotamadya Padang dapat dilihat tabel disebelah.
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Tabel 1
Jumnlah Lapisan Masyarakat Yang lMenggunakan
Jasa Perum Pegadaian Kotamadya Padang (1992)

“No. Lapisan Masyarakat Jumlah Nasabah
7. Petani i 2.222 : 20,39 %
2. DPedagang : 4.891 : 43,28 %
3. Industri : 2.666 : 22,67 %
4. Karyawan/rumah tangga : 1747 : 13,67 %

J UMLAH :11.526 :100 %

4,2 Perum Pegadaian Kotamadya Bukittinggi
Lapisan masyarakat dan jumlah nasabah yang memanfaatkan Jjasa
Perum Pegadaian Kotamadya Bukitttinggi dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2

Jumlah Lapisan Masyarakat Yang Menggunekan
Jasa Perum Pegadaian Kotamadya Bukittinggi (1992)

No. Lapisan Masyarakat Jumlah Nasabah

1. Petani . : 629 : 14,73 %
2. Pedagang : 2.041 : 47,73 %
3. Industri : 1.041 : 24,36 %
4. Lain-lain : 564 : 13,18 %

J UMLAH

4.275 :100 %
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4.3. Perum Pegadaian Kabupaten Tanah Datar
Lapisan masyarakat dan jumlah nasabah yang memanfaatkan
jasa Perum Pegadaian Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 1992.
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumleh Lapisan Masyarakat Yang Menggunakan
Jasa Perum Pegadaian Kabupaten Tanah Datar (1992)

No. ZLapisan Masyarakat Jumlah Nasabah

1. Petani : 9.917 : 68,08 %

2. Pedagang : 1.678 : 11,52 %

3. Buruh s 2.077 : 14,26 %

4. Pegawai : 894 : 6,14 %
JUMLAH : 14.566 : 100 %

Mengenai sifat penggunaen oleh nasabah tidak bida diung-
kapkan melalui Perum Pegadaian oleh nasabah, karena apabila
Perum Pegadaian méminta informasi tentang penggunaan uang,na-

sabah keberatan untuk menjelaskan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapaf ditemukan dari hasil penelitian
ini adalah bahwa proses pemberian kredit melalui Perum Pega-
daian terdapat kemudahan, karena sangat sederhana dalam pro-
sedur dan persyaratan. Cepat, karena dana yang tersedia cukup
begitu dibutuhkan secara mendadak. Dan murah, karena beban se-
wa modal relatif rendeh dan tanpa tambahan biaya apapun juga.

Dengan karskteristik di atas, Pegadaian mampu menjawab
tuntutan masyarakat akan kebutuhan dana yang sifatnya mendadak
dan harus dipenuhi saat itu juga. Kesederhanaan cars demikian
akan mampu mencegah anggota masyarakat terutama golongan ekono-
mi lemah berurusan dengan rentenir, pengijon, riba.

Berdasarkan hasil temuan bahwa kebanyakan yang menjadi
subjek gadai atau 1apisan masyarakat yang memanfaatkan: untuk
Kotamadya Padang adalah pedagang, untuk kotamadya Bukittinggi
adalah juga pedagang, sedangkan untyk kabupaten Tanah Datar ke-
banyakan petani. Sedangkan yang dijadikan objek gadai kebanyaka
barang-barang perhiasan seperti emas. Mengenai tarip bunga dan
Jangka waktu pelunasan kredit sudah ditetapkan pada ADP (Aturan
Dasar Pegadaian) dan BTP (Buku Tata Pekerjaan Pegadaian). Be-
gitu juga cara pelunasan, pelelangan dan memperoleh uang kele-
bihan gadai, nasabah tidak ada yang dirugikan karena telah ada

aturan yang jelas.
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5.2. Rekomendasi

Saran-saran yang akan dikemukakan peneliti dalam kajian

penelitian ini adalah:

1.

Hendaknya yang menjadi subjek gadai itu lebih diperluas
Jangan hanya golongan ekonomi lemah, tetapi juga golongan
ekonomi kuat, sehingga Perum Pegadaian dapat membantu eko-
nomi lemah dalam bentuk yang bersifat ﬁroduktif

Tarif bunga atau sewa modal yang digunakan perlu ditinjau
kemabali dan disesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada
lembaga perkreditan lain, misalnya Bank sekarang sudah mu-
lai menurunkan tarip bunga dan ini perlu diikuti oleh Perum
Pegadaian.

Hendaknya Perum Pegadaian lebih banyak mengadakan penyuluh-
an kepada masyarakat yang lebih bersifat terbuka, agar masya-
rakat tidak menimbulkan persepsi yang negatif terhadap lemba-
ga ini.

Hendaknya peneliti lain juga mengadakan penelitian lanjutan
terhadap Perum Pegadaian ini. Karena satu-satunya proyek pe-
merintah yang menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dan

fiducia (kepercayaan).
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